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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 104 
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, 
pengaturan mengenai pengelolaan keuangan berupa earmarking belanja dalam rangka 
mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau 
stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

   Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 
4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 6 Tahun 2021 
(LN Tahun 2021 No. 245, TLN No. 6735), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 
98), Perpres 104 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 260) sebagaimana telah diubah 
dengan Perpres 98 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 142), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031). 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

   Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah 
menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 
sampai dengan bulan Desember 2022. Belanja wajib perlindungan sosial antara lain 
digunakan untuk: pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, 
dan menengah, dan nelayan; penciptaan lapangan kerja; dan/atau pemberian subsidi 
sektor transportasi angkutan umum di daerah. Belanja wajib tidak termasuk belanja 
wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 
Anggaran 2022. Daerah menganggarkan belanja wajib dengan melakukan perubahan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk 
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2022. Daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib 
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.  

ATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 September 2022 dan diundangkan 
pada tanggal 5 September 2022. 

  - Lampiran : halaman 7-10. 

 


